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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM UU NO. 6

TAHUN 2014 TENTANG DESA

A. Otonomi Desa

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan
utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah
berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak
istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun
hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di
muka pengadilan.*

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang
kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam
mewujudkan “Development Community” dimana desa tidak lagi sebagai level
administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independent
Community” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan
masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri

termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini

! Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 165.
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diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam
pembangunan sosial dan politik.?

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh
daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki
oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan
penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya
disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di
Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan
masyarakat.

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha menjelaskan sebagai berikut:*

a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi

olen pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada
“kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.

b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti

sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak

% Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh,...h. 166.
® Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h.
12.
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asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan
berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan
berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten
atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada
kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu,
dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi
desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan
kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas,
persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan

dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

B. Pemerintahan Desa
1. Pengertian Desa
Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti
tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village
diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a

town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk

* Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh,.... h. 166.
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mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang
diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.®
Desa menurut Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa”

menyatakan bahwa; °

menurut Undang-undang, desa adalah sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang
bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan
masyarakat.

Pemerintah Indonesia secara khusus telah menerbitkan kebijakan tentang desa
dalam UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa “Desa adalah
desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja di atas sangat jelas sekali bahwa
desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.

Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan

mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya

® Sumber Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, (Jakarta : Ghalia
Indonesia, 2009), h. 2.
® Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh,... h.3.
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setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga
memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan
perwujudan Otonomi Daerah.’
Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah
No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:®
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak
asal-usul desa
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan
pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan
masyarakat.
c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada desa.
Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan
penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan

kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar

" Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi,... h. 4.
8 «peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa”. http//www.hukumonline.com/,
diunduh pada tanggal 25 Februari 2016, pukul 22.00 WIB.
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rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa
yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga,
kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat,
ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar
dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran,
sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya
kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat
istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata

pencaharian masyarakat.’

2. Pengertian Pemerintahan Desa
Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola
kewenangan-kewenangan, = melaksanakan  kepemimpinan  dan  koordinasi
pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembagalembaga dimana mereka
ditempatkan.
Menurut Syafi’ie secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai
berikut:°
a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di
dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang
dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan
yang melakukan kekuasaan memerintah.

c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti
perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

® Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, ...h. 8.
1% Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, (Bandung : Mandar Maju, 2007), h. 4.
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Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh
Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara
sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas
eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan
yudikatif.!

Pemerintahan Desa ialah “merupakan simbol formal dari kesatuan
masyarakat desa. Pemerintahan Desa sebagai bahan kekuasaan terendah, selain
memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tanggga sendiri (wewenang
otonomi/pemerintahan sendiri), juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai
pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya. Pemerintah Desa
diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya,
mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang
bersangkutan.*?

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang
penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu
proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan
usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah Desa menurut Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan

Administrasi Pemerintahan Desa” menyatakan bahwa:

! Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan,...h. 5.
2 Widjaja. H.A.W, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa (Jakarta: Rajawali Pers,
2005), h. 10.
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“Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan
masyarakat desa. Pemerintah desa diselengarakan di bawah pimpinan seorang
kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili

masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang

bersangkutan”.*®

Sedangkan pemerintahan desa menurut UU RI No. 6 tahun 2014 tentang Desa
menyebutkan bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau
yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.*

Pemerintahan Desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat
dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah (level terendah dalam hierarki
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia). Sehingga sekecil apapun pemerintah desa
tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan
pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu untuk dapat memberdayakan
masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslanh berdaya dan
diberdayakan dalam sektor apapun.™

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa
terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lainnya

sebagaimana dimaksud pada (pasal 48) Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang

3 Sumber Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, ... h. 19.

Y «Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”
http//www.hukumonline.com/, diunduh pada tanggal 21 Februari 2016, pukul 21.30 WIB.

> Moh. Fadli, dkk. Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village
Governance), (Malang: Universitas Brawijaya Pres, 2011), h. 7.
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Desa, terdiri atas: (a) Sekretaris desa, (b) Pelaksana kewilayahan; dan (c) Pelaksana
teknis. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan
peraturan desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik
Kesatuan Indonesia (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di
desa. Pemerintah Desa merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu
dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ialah “merupakan unsur-unsur daripada
fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok daripada Pemerintah Desa
di samping fungsi-fungsi lain guna melengkapai tugas kewajiban, wewenang serta

tanggung jawab Pemerintah Desa yang bersangkutan.
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Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, menurut
Nurcholis pemerintah mempunyai tugas pokok:*°

a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,

membangun dan membina masyarakat.

b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten.

Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang berhubungan
langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Rivai, fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus
diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok
masyarakat. Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan
dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:*’

a. Fungsi Instruktif, Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah
sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana,
bilamana, dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat
dilaksanakan secara efektif.

b. Fungsi Konsultatif, Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal

tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang

' Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta:
Erlangga, 2011), h. 138.

7 Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada. 2004), h. 53.
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memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan
masayarakat-masyarakat yang dipimpinnya.

c. Fungsi Partisipasi, Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha
mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil
keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas
berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa
kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang
lain.

d. Fungsi Delegasi, Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan
wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun
tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti
kepercayaan.

e. Fungsi  Pengendalian, Fungsi  pengendalian  berasumsi  bahwa
kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya
secara terarah dan dalam.Koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan
tercapainya tujuan bersama secara maksimal dalam melaksanakan fungsi
pengendalian pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan
bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

Dalam suatu masyarakat yang sederhana sekalipun, dalam keadaan mana

tujuan yang hendak dicapai masih sederhana dan kebutuhan yang hendak dicapai

tidak rumit, kerjasama dengan orang lain sudah dirasakan pentingnya.
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C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah satu
badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan
Peraturan Desa, bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat.'®

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
menjelaskan bahwah:

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis”.*

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan
desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah
wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keperwakilan wilayah yang

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua

8 Rozali Abdullah, pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara
langsung, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.171
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”
http//www.hukumonline.com/, ...
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Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau
pemuka masyarakat lainnya.”’

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja
Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Persyaratan Pembentukan Anggota BPD

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
menjelaskan bagaimana syarat pembentukan anggota BPD dan proses pemilihannya.
Adapun syarat calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:**

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;

e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

«

2 «Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”

http//www.hukumonline.com/, ...
2l “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”
http//www.hukumonline.com/, ...



43

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 tahun 2006 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa, mengenai persyaratan, mekanisme musyawarah dan
pengesahan penetapan anggota badan permusyawaratan desa yang mana menjelaskan
bahwa: (1) anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2)
anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan
tokoh masyarakat.?

Berdasarkan Undang-undang RI No. 6 tahun 2014 tentang Desa kemudian
dijelaskan atau dipertegas kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 8
tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang telah dijelaskan di atas, maka
mekanisme penetapan anggota BPD pada suatu pemerintah desa, dimulai dari awal
pembentukan hingga proses peneteapan telah dapat dipahami prosesnya dengan baik.
Jika hal ini dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka anggota

BPD yang terbentuk adalah resmi secara masyarakat dan syah di mata hukum.

3. Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa
Badan Persmusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Desa.”® Pada dasarnya Terdapat 5 tugas pokok dan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi

22 «peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 tahun 2006 tentang Badan

Permusyawaratan Desa” http//www.jdih.serangkab.go.id/file/, diunduh pada tanggal 19 Mei 2016,
pulul 21.00 WIB.

2 “peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 tahun 2006 tentang Badan
Permusyawaratan Desa” http//www.jdih.serangkab.go.id/file/,...
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masyarakat. Kedua, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Ketiga, mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Keempat, membahas rancangan
peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. Kelima, melakukan pengawasan
terhadap peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.

Kelima tupoksi tersebut menjadi landasan bagi BPD di tiap-tiap Desa yang
berada di wilayah kecamatan Ciruas, terutama di desa Cigelam tempat penulis
melakukan penelitian sebagai acuan mereka dalam menyelenggarakan pemerintahan
yang baik sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan
Desa.

1) Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat

Salah satu tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawartan Desa (BPD) sebagai wakil
rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan
aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian
menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga
terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan
peranan BPD.

2) Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Dalam membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia

Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya berasal dari Unsur Perangkat Desa,
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Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh masyarakat. Dalam pemilihan kepala
desa di desa ini, hal yang dilakukan oleh BPD terlebih dahulu yaitu membentuk
panitia pemilihan. Adapun panitia-panitia tersebut dapat berasal dari tokoh-tokoh
masyarakat, unsur-unsur perangkat desa, maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan
yang ada di desa, setelah itu anggota BPD berembuk dan berunding kemudian
memustuskan siapa-siapa yang menjadi panitia pemilihan.

Adapun tugas dari panita pemilihan kepala desa yaitu, melaksanakan semua
kegiatan selama pencalonan kepala desa dan bertanggung jawab kepada BPD dengan
cara melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan mulai dari penjaringan bakal calon
sampai dengan terpilih Kepala Desa.

3) Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam mengusulkan pengangkatan
dan pemberhentian Kepala Desa selalu berkoordinasi dengan panitia pemilihan
kepala desa. Di dalam mengusulkan pengangkatan kepala desa, setelah Panitia
pemilihan menetapkan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan, BPD
berdasarkan berita acara pemilihan yang diberikan oleh ketua panitia pemilihan
kepala desa memberitahukan kepada pemerintah daerah tentang calon kepala desa
yang telah disetujui dan telah memenuhi persyaratan. Setelah mendapat surat
keputusan dari pemerintah daerah tentang penetapan calon kepala desa, BPD

menginstruksikan kepada panitia pemilihan kepala desa agar melaksanakan tugasnya
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dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Hasil dari pemilihan kepala desa
tersebut kemudian dilaporkan oleh panitia pemilihan kepala desa kepada BPD.

4) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa, Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) berpedoman pada Peraturan daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang
Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. BPD dalam merumuskan
Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat
Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut :**

a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan
maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-
pokok peraturan desa yang diajukan.

b. Kepala Desa terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa,
demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan
rancangan peraturan desa.

c. BPD memberikan usul untuk melengkapi atau menyempurnakan
rancangan peraturan desa.

d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk

diagendakan.

# “peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 tahun 2006 tentang Badan

Permusyawaratan Desa” http//www .jdih.serangkab.go.id/file/,...
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e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai
dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.Dalam menetapkan
Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa.

Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa
kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami
penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan
dan disetujui serta ditetapkan sebagi Peraturan Desa.

5) Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa

dan Peraturan Kepala Desa

Di dalam pelaksanaan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan
Peraturan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes
dan Rencana pembangunan yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga
pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa.

(1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi
peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang
dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk tindakan pemerintah desa,

selalu dipantau dan diawasi oleh kami selaku BPD baik sebara langsung



48

ataupun tidak langsung, hal ini kami lakukan untuk melihat apakan terjadi

penyimpangan peraturan atau tidak.?

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap
pelaksanaan peraturan desa, antara lain :

a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan
desa.

b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama
kali secara kekeluargaan.

c. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua
BPD.

d. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD
akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di
dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk
ditindaklanjuti.

(2) Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan
pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Adapun
bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD vyaitu :

a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.

% Soerjono Soekanto, Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian, (Jakarta: CV
Rajawali, 2005), h. 131.
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b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan
untuk pembangunan desa.

Terkait efektivitas pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya

peraturan desa, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari seluruh

komponen masyarakat.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tupoksi BPD
Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan
fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam
mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk
menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa
faktor yang mempengaruhinya.
1) Masyarakat
Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam
melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari
masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat
melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya
aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari
masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa

menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk
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aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan
tugas dan fungsi BPD.?®
2) Pola Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Desa

Salah satu faktor yang berpengaruh di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
BPD di Desa Bangkat Parak adalah pola hubungan kerja sama terciptanya hubungan
yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai
dan menghormati satu sama lain, serta adannya niat baik untuk saling membantu dan
saling mengingatkan mendukung jalannya kinerja BPD.?’

Keharmonisan ini desebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama
yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang
bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa
selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya.

3) Pendapatan/insentif

Adanya pemberian insentif atau pendapatan juga menjadi faktor yang
berpengaruh dalam memacu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik dan merupakan
wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap BPD. Pemberian insentif
yang dinilai belum memadai bagi anggota BPD terkadang menjadi penghambat
dalam meningkatkan kinerja. Insentif yang diberikan oleh pemerintah masih sangat

minim. Hal inilah yang terkadang membuat anggota menomorduakan tugasnya.

% \Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga berdasarkan Undang-undang No.22 tentang
pemerintahan Daerah suatu telaah Administrasi Negara, cet.3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003), h. 51.

2" Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga berdasarkan Undang-Undang No.22 tentang
pemerintahan Daerah suatu telaah Administrasi Negara.... h. 53.
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Insentif yang diberikan masih jauh untuk memenuhi kebutuhan anggota BPD
sehingga mereka masih perlu untuk mencari pekerjaan sampingan.?
4) Rekruitmen/sistem pemilihan anggota BPD
Sistem rekruitmen/pemilihan anggota BPD menggunakan sistem penunjukan
langsung dengan cara musyawarah oleh tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya oleh
masyarakat setempat. Orang-orang yang dipilih untuk menduduki jabatan BPD ini
merupakan orang yang danggap mampu baik dari segi pendidikan, maupun
pengaruhnya dimasyarakat dalam hal ini mampu bekerja sama dan mampu
menangkap serta membaca masalah-masalah yang ada di desa.
5) Fasilitas operasional
Fasilitas operasional juga menjadi faktor berpengaruh demi kelancaran kinerja
BPD. Tidak adanya tempat khusus bagi BPD sebagai pusat kegiatan administrasif
layaknya lembaga legislatif lainnya. Selain itu, tidak adanya kendaraan operasional
yang bisa digunakan oleh BPD untuk memperlancar, mempermudah dan
mempercepat Kinerjanya untuk melakukan sosialisasi dan juga melakukan
pengawasan peraturan-peraturan desa. Untuk menunjang Kkinerja anggota BPD, hal
lain yang dibutuhkan yaitu sarana dan prasarana seperti tempat atau kantor sebagai
pusat kegiatan. Selain itu dibutuhkan juga kendaraan operasional (kendaraan) untuk

menunjang sosialisasi peran dan kelancaran kinerja BPD di desa.?*

% Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh,.. h. 122.
# Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh.,... h. 123.
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5. Pasal-pasal yang berkaitan mengenai pembahasan tentang Badan
Permusyawaratan Desa

Undang-undang yang memuat tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dengan pasal-pasal yang

terkandung di dalamnya. Adapun isi Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

(4)

(5)

(6)

Pasal 1

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.*

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa;

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56
(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara
demokratis.
(2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun
terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janiji.

% «Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 “Tentang Desa”

http//www.hukumonline.com/, diunduh pada tanggal 21 Februari 2016, pukul 21.30 WIB.
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(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57
Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

@-+o oo

Pasal 58

(1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah
gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang,
dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan
Keuangan Desa.

(2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya
bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu
oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai

berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-
baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat
dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara,
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi
Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 59
(1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1
(satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
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(2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung
dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.

(3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali

Badan

dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 60
Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan

Permusyawaratan Desa.

Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a.

b.

mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa kepada Pemerintah Desa;

menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa; dan

mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

®o0 o

mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;

mengajukan pertanyaan;

menyampaikan usul dan/atau pendapat;

memilih dan dipilih; dan

mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

a.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat Desa;

mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok,
dan/atau golongan;

menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
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menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakatan Desa.

Pasal 64

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

a.

b.

hD oo

merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa,
dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;

melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau
jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;

menyalahgunakan wewenang;

melanggar sumpah/janji jabatan;

merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;

merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan
jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

sebagai pelaksana proyek Desa;

menjadi pengurus partai politik; dan/atau

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 65

(1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

a.

b.

musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa;

musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri
olen paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan
Permusyawaratan Desa;

pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai
mufakat;

apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan cara pemungutan suara;

pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah
apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari
jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan

hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan
keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah
yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
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D. Konsep Efektivitas
1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata
dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy
mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya mencapai
tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang
ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” Efektivitas menurut pengertian di
atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana
suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Efektifitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam
usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran, dan akan menghasilkan produk yang
merupakan hasil dari sebuah kebijakan, keinginan-keinginan yang ingin dicapai yang
selama ini dilihat dari kenyataan ya ng ada di lapangan. Jadi Kkita bisa simpulkan
bahwa efektifitas adalah pengaruh atau dampak yang merupakan hasil dari kebijakan
atau langkah yang diambil, yang tentunya timbul dari keinginan-keinginan untuk
mencapai target dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan.

Efektifitas menurut Sendarmayanti adalah merupakan suatu ukuran yang
memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Sehubungan dengan

pendapat sedarmayanti tersebut efektifitas merupakan ukuran yang menjadikan

%! Effendy, Manajemen Pelayanan Publik (Bandung: Raja Grafindo, 2009), h. 14.
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program yang dijalankan efektif atau tidak.** Efektivitas menurut Hidayat yang
menjelaskan bahwa : “efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa
jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah mencapai. Dimana makin besar
presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”

Agung Kurniawan dalam bukunya “Transformasi Pelayanan Publik”
mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi
kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak
adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.** Adapun Martoyo
memberikan definisi sebagai berikut: “efektivitas dapat pula diartikan sebagai kondisi
atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang
digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang
diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektifitas, dipahami bahwa
efektifitas dalam proses suatu program yang tidak dapat mengabaikan target sasaran
yang telah ditetapkan agar operasionalisasi untuk mencapai keberhasilan dari
program yang dilaksaksanakan dapat tercapai dengan tetap memperhatikan segi
kualitas yang diinginkan oleh program.

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai

efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

% Sedarmayanti. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. (Bandung: llham Jaya,
2005), h. 59.

¥ Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), h.
109.
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Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka efektivitas adalah menggambarkan
seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu
organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas,
kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi
mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis menyatakan bahwa efektivitas
adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada
hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan
sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil
tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini
berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil
atau tujuan yang dikehendaki.

Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip
H.A.S. Moenir dalam bukunya “Manajemen Umum di Indonesia” yang
mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut efektivitas, pada sisi lain, menjadi
kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu
yang memilih kebenaran untuk melaksanakan”.** Memperhatikan pendapat para ahli
di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat
multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai
dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah

pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien

* Moenir, Manajemen Umum di Indonesia ( Jakarta: Gramedia, 2006), h.166.
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walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu

efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan di atas, maka ada

beberapa aspek penting dalam efektivitas, yaitu :

1. Pencapaian tujuan, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat mencapai

tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Ketepatan waktu, adanya kesesuaian waktu pelaksanaan program hingga

berakhirnya program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

sebelumnya.

3. Manfaat, adanya manfaat yang dirasakan oleh penerima program.

4. Hasil, adanya hasil dari program yang telah terlaksana sesuai dengan harapan

masyarakat.*®

2. Ukuran Efektivitas

Menurut pendapat Gibson lvancevich Donnelly dalam bukunya Prilaku,

Struktur, Proses menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut :

a.

b.

Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi
jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.

Efesiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan
input.

Kepuasaan adalah merupakan ukuran untuk menunjukan tingkat dimana
organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

. Keunggulan adalah tingkat dimana korganisasi dapat dan benar-benar

tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk
meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.*

% Moenir, Manajemen Umum di Indonesia, ... h. 167.
% Gibson Ivancevich Donnelly, Prilaku, Struktur, Proses, (Bandung, Alfabeta, 2007), h. 34.
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Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran

efektivitas organisasi merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran

dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukan pada tingkat sejauh mana organisasi,

program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi tergantung

dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Menurut pendapat Richard M. Steers

dalam bukunya Efektivitas Organisasi menyebutkan beberapa ukuran daripada

efektivitas, yaitu:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;

Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;

Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan
dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;

Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya
untuk menghasilkan prestasi tersebut;

Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua
biaya dan kewajiban dipenuhi;

Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang
dan masa lalunya;

Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang
waktu;

Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada
kerugian waktu;

Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian
tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan
perasaan memiliki;

Motivasi artinya adanya kekuatan yang mucul dari setiap individu untuk
mencapai tujuan;

Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu
sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan
mengkoordinasikan;

Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk
mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah
keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan;®’

%" Richard M. Steers, Efektivitas Organisasi (Yogyakarta: Media Press, 2005), h. 46-48.
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Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran
efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan
yang akan dicapai serta menunjukan pada tingkat sejauhmana organisasi,

program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.



